




SIIR{T KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : 12i /KPA.WI 3 - A17 1SWOT.0l N2{J24

TENTANG
PEMBENTUKAN TiM PENYUSLTN] INDIKATOR KINEzuA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2024

Menimbang

Mengiogat

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

'. a. Bairwa unhrk melaksanakan Undang-undang Nomoml7 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangrman Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -
2024. maka perlu disusun Indikator Kine{a Utama pada Pengadilan
Agama Gresik unttrk mengukur keberhasilan kine{a dalam
pencapaian sasaran yang ditetapkan ,

b, Bahwa mereka yang namanya tercantun dalam keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untttk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam
humf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepuhrsan Keflra Pengadilan
Agama Gresik tentang Pembentukan Tim Penl,usun Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Agama Gresik ;

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Talrun 2009 tentang pembahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahtur 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Taltrn 2006 tenlang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Perattuan Pernerintah Nomor 8l Tahrin 2010 tentang Grand Design

7.

Reformasi Birokrasi;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahim 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinega Instansi Ponerintah;
Peratumn Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembanguran Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/20/N4.PAN/1112008 tentang Pedoman Peny,usunan Indikator
Kinerja Utama;
Peraruran MahJ<amah Agung
Organisasi dan Tata Kerja
Peradilan;

5.

6.

8. Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kepaniteraan dan Kese kreta ria t a rr

M E MUTU SKA N

Mencabut Sruat Keputusan Seketaris Pengadilan Agama Gresik Nomor : 234 /KPA.Wl3-
A17iSK/OT.01,0(1112023, tanggal 10 November 2023 terrtarrg Penetapan Perubahan Indikator
Kinerja Utama (lKU) Pengadilan Agama Gresik Tahtur 2023 ;



Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADiLAN TINGGI AGAMA GRESIK
TENTANG PENETAPAN PENYUSLT}{ INDIKATOR KINERIA UTAMA
OKU) PADA PENGADILAN ACAMA GRESIK TAHUN 2024.

Membenfirk TIM Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan
Agarna Gresik sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

Tim Penltsun menjalankan tugas sesnai dengan arahan Ketua Pengadilan
Agama Gresik

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dan keputusan in'i
dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2024.

Kepuhrsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, deflgan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliman dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimala rnestinya.

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

:02Jantari2024

T HIDAYAT HS, S.H.,M.H.
199401 1 005



Lampiran I
Sural Kcputusan Ketua Pengadilan Aganu Crcsik
Nomor : 121,'KPA.W13-417/SK/OT.01,ir2024

Tanggal : 02 lanuari 202,+

SIISUNAN TIM PENYUSUN INDIIi{TOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2024

HIDAYAT HS, S.II.,M,H.
199403 1 005

NO NAMA JABATAN DINAS JABATAN TIM

1 Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS,
SH MH

Ketua Pembina dan Pengarah

Nahruddin, S.Ag.,M.H. Waliil Ketua Penanggung Jawab

3. Sudilihafli. S.H.I HaLim Pengarah

1 H Mareono- S.Aq..S H..M.H. Panilera Koordinator Kepaniteraan
5. Nlochamad lschaq. S.H. S ekretaris Koordinalor Kesekretarialan

6. Fani Suma Pratam4 S.H.,M.H. Kasubag P erencanaan, IT
dan Pelaooran

Seketaris

7. Lia Aulia Roldrmah- S.Kom Kasub Kepegarvaian, dan
Ortala

Anggota

8. Khiftil ah, S.Sos. Kasubag Umum dan
Keuangan Anggota

t) Laill! Svifa-ul Oolb\'- S.Kom Pranala Komputer Aneqota
t0. Chandra Korna-ra- S.Kom Pranata Konrputer Anggota











 

Lampiran 2 
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik 
Nomor  : 118/KPA.W13-A17/SK/OT.01/I/2024 
Tanggal : 02 Januari 2024 

 
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENGADILAN AGAMA GRESIK 
 

NO. KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 

PENJELASAN PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER 
DATA 

1. Terwujudnya 
proses 
peradilan 
yang pasti, 
transparan 
dan akuntabel  

Persentase 
sisa perkara 
perdata 
agama yang 
diselesaikan 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 

 
Catatan : 

• Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada 
tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya 
yang harus diselesaikan pada tahun berjalan, output adalah jumlah sisa perkara perdata 
agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 
(empat) Lingkungan Peradilan. 
 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

2.  Persentase 
Perkara 
Perdata 
Agama yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 

 
Catatan : 

• Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. 
Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan 
berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian 
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan 
Peradilan.  
 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

3.  Persentase 
Perkara yang 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠
 𝑥 100% 

Panitera Laporan 
Bulanan 



NO. KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 

PENJELASAN PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER 
DATA 

Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Banding 

Catatan : 

• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya 
hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. 
Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam 
jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu 
triwulanan. 

dan 
Laporan 
Tahunan 

4.  Persentase 
Perkara yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Kasasi 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100% 

 
Catatan : 

• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya 
hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output 
adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. 
Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 
 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

5.  Persentase 
Perkara yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Peninjauan 
Kembali (PK) 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑗𝑎𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠
 𝑥 100% 

 
Catatan : 

• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya 
hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun 
berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka 
waktu tahunan. 
 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

6.  Index 
Kepuasan 
Pencari 
Keadilan 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑢𝑎𝑠 𝑇𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝
𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100 

 
Catatan : 

• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya 
hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output 

Wakil Ketua, 
Panitera dan 

Sekretaris 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 



NO. KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 

PENJELASAN PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER 
DATA 

adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. 
Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 
 

7. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛/𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠
 𝑥 100% 

 
Catatan : 

• Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung 
No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SE MA No. 2 tentang Penyampaian Salinan dan 
Petikan Putusan 

• Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian Salinan 
putusan/penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata 
pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan 
menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari 

• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi dan diminutasi 
pada tahun berjalan. 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

8.  Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
Melalui 
Mediasi 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠𝑖
 𝑥 100% 

 
Catatan : 

• Jumlah perkara yang berhasil di mediasi. Input adalah jumlah perkara yang bisa 
dimediasi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi 
pada bulan berjalan. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

9.  Persentase 
Berkas 
Perkara yang 
Dimohonkan 
Banding, 
Kasasi, dan PK 
yang diajukan 
secara 
Lengkap dan 
Tepat Waktu 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑘𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔, 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝐾
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑘𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔, 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝐾
 𝑥 100% 

 
Catatan : 

• Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu. Input adalah jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK. 
Output adalah jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK diajukan 
secara lengkap dan tepat waktu. 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

Persentase 
Salinan 
Putusan 
Perkara 
Perdata yang 
Disampaikan 
ke Para Pihak
 Tepat Waktu
 



NO. KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 

PENJELASAN PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER 
DATA 

10.  Persentase 
Putusan 
Perkara yang 
Menarik 
Perhatian 
Masyarakat 
yang Dapat 
Daikses 
Secara Online 
dalam Waktu 
1 Hari Setelah 
Putus 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑘 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑑𝑖𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑘 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡
 𝑥 100% 

 
Catatan : 

• Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 hari setelah putus 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

11. Meningkatnya 
Akses 
Peradilan Bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase 
Prodeo yang 
Diselesaikan 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑒𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑒𝑜
 𝑥 100% 

 
Catatan : 

• Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan 

Panitera dan 
Sekretaris 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

12.  Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
di Luar 
Gedung 
Pengadilan 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝐿𝑢𝑎𝑟 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑔𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100% 

 
Catatan : 

• Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan 

Panitera dan 
Sekretaris 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

13.  Persentase 
Pencari 
Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
mendapat 
Layanan 
Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝐺𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚 (𝑃𝑜𝑠𝑏𝑎𝑘𝑢𝑚)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝐺𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
 𝑥 100% 

 
Catatan : 

• Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

• Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan tepinggirkan (marjinal) 

Panitera dan 
Sekretaris 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 






